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PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2013/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal
di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3

September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register
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erkara Nomor 0325/Pdt.G/2013/PA.Mna tanggal 3 September 2013 telah mengajukan gugatan

cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu
tanggal 25 Oktober 1992 dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan
jejaka dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1000,- dibayar tunai sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 6 November 1992;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami
isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK I, perempuan, umur 18 tahun,
kedua bernama ANAK 11, laki-laki, umur 14 tahun, ketiga bernama ANAK III, laki-laki,
umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah
kediaman bersama selama 19 tahun sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 19 tahun,
setelah itu sejak awal Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Kusnita
Hartini;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal tahun 2011
disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama
Suhartini tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada akhirnya Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Pengugat tetap tinggal di rumah kediaman
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bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah isteri kedua Tergugat) selama berpisah

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil,

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun
harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan

sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan

rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap
dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN, tertanggal 6 November 1992, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, yang
bermeterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi
di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat;

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah

bersama di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, tetapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka menjalin
hubungan dengan perempuan lain;

e Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ita dari Tais;

e Bahwa Tergugat pernah membawa isteri mudanya tersebut ke rumah Penggugat dan
Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut
adalah isterinya;

e Bahwa sejak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan
tinggal bersama isteri mudanya;

e Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali;

e Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan

membenarkannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan menyatakan
tidak sanggup untuk menghadirkan saksi yang lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sela yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan Nomor 325/Pdt.G/2013/

PA .Mna tanggal 11 November 2013Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriah
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ang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir

untuk melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir dengan rumusan
sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahim.Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya
dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah
benar, tidak lain dari yang sebenarnya”.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai
dengan Tergugat dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama
persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Tergugat dinyatakan tidak

hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim di setiap
persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat
mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada
pokoknya sejak awal Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pada awal tahun
2011 Tergugat diketahui telah menikahi perempuan lain sehingga akhirnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah
hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan
telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti
(P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan
yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum sehingga keduanya memiliki kualitas sebagai
para pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yang

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan
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rmasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok
perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307,
308, 309 RBg, maka saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah
untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan
perempuan lain dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan pihak
keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan sesuai ketentuan
Pasal 306 R.Bg seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya,
sehingga batas minimal pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi sesuai
azas unus testis nulus testis, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat
untuk mengangkat sumpah supletoir dengan Putusan Sela Nomor: 325/Pdt.G/2013/PA.Mna
tanggal 11 November 2013 dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan
bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan pula yang disampaikan

dalam pesidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan alat-alat

bukti di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap

sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah
bercerai;

e  Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan
perempuan lain dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

e Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pihak
keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi
keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan

lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;
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Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau
mitsaaqan gholizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,
sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah
sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan
diantarannya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan
keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah
tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lebih dari 2
(dua) tahun lamanya maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal
bersama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan begitu juga fakta selama persidangan dimana
Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi,
hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat
telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam
kondisi demikian justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih

dalam Kitab Mughni al-Muhtaj juz III, hal. 252 sebagai berikut:

1] sl pas &t a1l lozg i) sl arde Wl s aalls 9
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rtinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan
Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan  untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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gama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Manna pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7
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uharam 1435 Hijriah oleh kami Dra. Nurmalis M sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag.,

M.H. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Dra. NURMALIS M
Hakim Anggota Hakim Anggota
MASHURI, S. Ag., M.H. ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.IL.

Panitera Pengganti

ADI HARJA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
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Biaya Proses :Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 675.000,-
4. Redaksi :Rp.  5.000,-

5. Meterai :Rp.  6.000.-

Jumlah : Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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